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besar yang hari ini dikukuhkan, tamu undangan, serta keluarga 
yang saya cintai. 

Hari ini, kita hidup di era di mana kemudahan konsumsi 
seringkali berbanding lurus dengan tumpukan sampah. Di balik 
gemerlap transaksi ekonomi dan pertumbuhan industri, tersisa 
jejak-jejak material yang mulai membebani bumi kita. Dalam 
kacamata hukum konvensional, kita mengenal Extended Producer 
Responsibility (EPR) sebagai instrumen regulasi yang menuntut 
tanggung jawab produsen atas siklus hidup produknya. Namun, di 
hadapan majelis yang mulia ini, saya ingin mengajak kita semua 
melihat lebih dalam: melampaui sekadar teks regulasi menuju 
esensi keadilan yang hakiki. 

Hukum Ekonomi Syariah, dengan prinsip mashlahah dan 
al-ghunmu bi al-ghurmi serta al-kharaj bi al-dhaman memiliki 
jawaban fundamental atas krisis lingkungan saat ini. Prinsip bahwa 
“keuntungan tidak boleh dipisahkan dari beban” adalah sebuah 
deklarasi keadilan yang menegaskan bahwa tidak ada kemakmuran 
yang boleh dibangun di atas kerusakan alam. 

Pidato pengukuhan saya yang berjudul Tanggung Jawab 
Produsen Terhadap Sampah Pascakonsumsi dalam Bingkai 
Hukum Ekonomi Syariah ini, adalah sebuah ikhtiar untuk 
mendudukkan kembali etika ketuhanan dalam praktik bisnis 
modern. Studi ini adalah tentang bagaimana sebuah akad tidak 
hanya selesai saat barang berpindah tangan, tetapi terus mengalir 
sebagai amanah untuk menjaga kelestarian semesta. 
  



ABSTRAK 
 

Tanggung jawab produsen terhadap sampah pascakonsumsi atau 
biasa disebut dengan tanggung jawab produsen yang diperluas 
(Extended Producer Responsibility/EPR) merupakan isu penting 
untuk mencegah pencemaran lingkungan. EPR sudah diterapkan di 
banyak negara termasuk Indonesia. Walaupun penerapan EPR di 
Indonesia sudah didukung oleh sejumlah peraturan, namun masih 
banyak produsen yang tidak melaksanakan EPR. Studi yang 
dilakukan ini mencoba menghubungkan EPR dengan Hukum 
Ekonomi Syariah. Hal ini dikarenakan Hukum Ekonomi Syariah 
dapat memberikan landasan etis-teologis yang lebih kuat daripada 
sekedar regulasi formal. Karena itulah studi ini bertujuan untuk 
menganalisis bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah 
tentang tanggung jawab produsen terhadap sampah pascakonsumsi 
(Extended Producer Responsibility/EPR), serta bagaimana model 
pertanggungjawaban ideal terhadap sampah pascakonsumsi di 
Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum 
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. 
Hasil studi menunjukkan bahwa dalam bingkai Hukum Ekonomi 
Syariah, EPR selaras dengan kaidah al-ghunmu bi al-ghurmi 
(keuntungan muncul bersama risiko) dan al-kharaj bi al-dhaman 
(hasil usaha muncul bersama biaya). Produsen dipandang sebagai 
mashlahah maximizer yang selaras dengan maqashid. Adapun 
model pertanggungjawaban ideal terhadap sampah pascakonsumsi 
adalah bersifat kolektif melalui kolaborasi seluruh pemangku 
kepentingan; produsen, pemerintah, masyarakat, akademisi, dan 
media, yang didorong oleh landasan etis-teologis untuk mencapai 
kemaslahatan bersama dan kelestarian semesta. 
 
Kata Kunci: Extended Producer Responsibility (EPR), Hukum 
Ekonomi Syariah, Sampah Pascakonsumsi, Mashlahah, Tanggung 
Jawab Kolektif. 
 
  



ABSTRACT 
 

Producer responsibility for post-consumer waste or further 
referred to as Extended Producer Responsibility (EPR), is a 
crucial issue in preventing environmental pollution. EPR has been 
implemented in many countries, including Indonesia. Although the 
implementation of EPR in Indonesia is supported by several 
regulations, many producers fail to fulfil their EPR obligations. 
Therefore, this study seeks to examine EPR through the perspective 
of Islamic Economic Law, as it offers a stronger ethical and 
theological foundation than formal legal regulations. Accordingly, 
this research aims to analyse the perspective of Islamic Economic 
Law on EPR, and to identify an ideal model of responsibility for 
post-consumer waste management in Indonesia. This study 
employs a normative legal research method with statutory and 
conceptual approaches. The findings indicates that, within the 
framework of Islamic Economic Law, EPR is consistent with the 
principles of al-ghunmu bi al-ghurmi (profit arises together with 
risk) and al-kharaj bi al-dhaman (revenue arises together with 
liability). The producer is seen as mashlahah maximizer, consistent 
with the maqashid. The ideal model of responsibility for post-
consumer waste is collective in nature through collaboration 
among all stakeholders; producers, government, society, 
academics, and the media, which is guided by ethical and 
theological principles to achieve the common good (mashlahah) 
and environmental sustainability. 
 
Key words: Extended Producer Responsibility (EPR), Islamic 
Economic Law, Post-consumer Waste, Mashlahah, Collective 
Responsibility 
 
 
 
 
  



I. PENDAHULUAN 
 Sebagian besar perekonomian dibangun di atas model 
konsumsi linier yaitu “ambil-buat-gunakan-buang,” yang telah 
menyebabkan peningkatan produksi, konsumsi, dan sampah. Jika 
tidak dikelola dengan tepat, tingkat sampah yang tinggi merupakan 
bahaya lingkungan dan kehilangan sumber daya.1 Dalam 
kenyataannya seringkali produsen hanya bertanggung jawab atas 
produknya sampai akhir masa pakai, sehingga perlu memperluas 
tanggung jawab produsen atas produk sepanjang siklus hidupnya.2  
Tanggung jawab produsen terhadap sampah pascakonsumsi atau 
biasa disebut dengan tanggung jawab produsen yang diperluas 
(Extended Producer Responsibility/EPR) merupakan isu penting 
untuk mencegah pencemaran lingkungan. Konsep EPR ini pertama 
kali dirancang untuk industri kemasan di Jerman pada akhir tahun 
1980-an yang mengharuskan siapa pun yang memproduksi dan 
mendistribusikan kemasan atau barang dalam kemasan ke pasar 
suatu negara harus bertanggung jawab hingga akhir siklus hidup 
kemasan, termasuk setelah pembuangan. Konsep EPR ini juga 
diterapkan pada perangkat elektronik dan baterai.3 Di Indonesia, 
tanggung jawab produsen atas sampah kemasan/produk yang tidak 
dapat terurai secara alami diantaranya diatur dalam Pasal 15 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Sampah. MUI juga mengeluarkan Fatwa Nomor 47 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan 
Lingkungan, yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pengusaha 
wajib mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi 
makhluk hidup, hanya saja penerapannya belum maksimal.4 
                                                           
1 Louis Dawson, “Extended Producer Responsibility and Its Role in Facilitating a 
Circular Economy in the European Union: An Analysis of Four Directives” (PhD 
Thesis, University of Birmingham, 2024), 15, 
https://etheses.bham.ac.uk/id/eprint/14893/. 
2 Dawson, “Extended Producer Responsibility and Its Role in Facilitating a 
Circular Economy in the European Union,” 3. 
3 Agnes Bunemann, et.all, EPR Toolbox Know How to Enable Extended Producer 
Responsibility (Deutche Gesellshaft fur Internationale Zusammenarberlt Prevent 
Waste Alliance, 2022), 8. 
4 T. T. Y. Anh et al., “A Review on Extended Producer Responsibility Schemes 
for Packaging Waste Management and Research Gaps in the Field.,” Nature 



 Studi yang sudah ada menunjukkan bahwa EPR 
merupakan hal yang penting karena mewajibkan perusahaan untuk 
mengelola sampah. Sekarang ini EPR dipertimbangkan sebagai 
kebijakan potensial untuk pengelolaan sampah di banyak negara.5 
Beberapa studi menemukan bahwa EPR berhasil diterapkan di 
beberapa negara maju yaitu AS, China, Inggeris, dan Swedia. Agar 
EPR ini efektif di seluruh dunia maka diperlukan kerja sama antara 
pemerintah dan kelompok masyarakat.6 EPR ini diharapkan dapat 
efektif memotivasi perusahaan untuk menciptakan produk yang 
tahan lama, sehingga peluang sebenarnya terletak pada transisi dari 
pengelolaan sampah ke pencegahan sampah.7 EPR hanya dapat 
terwujud dengan membangun koneksi. Perusahaan perlu 
menghubungkan desain produk dengan pembuangan, hukum perlu 
menciptakan sinergi antara cara formal dan informal dalam 
menangani sampah, dan kebijakan perlu dirancang sedemikian 
rupa sehingga tujuan iklim yang lebih besar dapat dicapai.8 
Permasalahan sampah di Indonesia tidak hanya karena faktor 
teknis, namun juga karena permasalahan yang terdapat dalam 
Undang-Undang Pengelolaan Sampah yang tidak mengatur sanksi 
bagi produsen yang tidak menjalankan kewajiban dalam mengelola 
sampah kemasan/produk.9 Belum lagi ketidakjelasan peran 

                                                                                                                        
Environment & Pollution Technology 24, no. 1 (2025): 3, 
https://neptjournal.com/upload-images/(5)D-1662.pdf. 
5 Anh et al., “A Review on Extended Producer Responsibility Schemes for 
Packaging Waste Management and Research Gaps in the Field.,” 1. 
6 Shish Pal Sinhmar et al., “Research on Extended Producer Responsibility: A 
Bibliometric Analysis (2000-2025),” ARTHAVAAN 8, no. 1 (2025): 69. 
7 Sinhmar et al., “Research on Extended Producer Responsibility,” 69. 
8 Sinhmar et al., “Research on Extended Producer Responsibility,” 69. 
9 Yessy Cornesia Irianto and Nadia Imanda Imanda, “Konstruksi Hukum 
Penerapan Sanksi Pada Aturan Kewajiban Pengelolaan Sampah Oleh Produsen Di 
Indonesia,” Lambung Mangkurat Law Journal 5, no. 2 (2020): 137, 
https://doi.org/10.32801/abc.v5i2.106; Jovita et al., “Rekonstruksi Sanksi Dan 
Tanggung Jawab Produsen Berbasis Eko-Modulasi Dalam Regulasi Extended 
Producer Responsibility Untuk Transformasi Ekonomi Hijau Indonesia,” 
LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia 2, no. 1 (2026): 13. 



pemerintah dalam memberikan insentif dan disinsentif bagi 
produsen dalam penerapan EPR.10 
 Studi yang menghubungkan EPR dengan Hukum Ekonomi 
Syariah masih sangat terbatas dan belum terpetakan dengan baik, 
sehingga studi yang dilakukan ini mencoba menghubungkan EPR 
dengan Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini dikarenakan Hukum 
Ekonomi Syariah dapat memberikan landasan etis-teologis yang 
lebih kuat daripada sekedar regulasi formal, sehingga diharapkan 
dapat mengubah cara pandang produsen dari “kewajiban yang 
membebani” menjadi tanggung jawab sosial yang bersifat “ibadah” 
untuk mencegah fasad (kerusakan) di muka bumi. Dua 
permasalahan akan dijawab dalam studi ini yaitu: pertama, 
bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang tanggung 
jawab produsen terhadap sampah pascakonsumsi (Extended 
Producer Responsibility/EPR)? Kedua, bagaimana model 
pertanggungjawaban ideal terhadap sampah pascakonsumsi di 
Indonesia? 
 Studi ini didasarkan pada argumen bahwa terlaksananya 
EPR tidak hanya berhubungan dengan dukungan perundang-
undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor budaya yaitu nilai-
nilai religius yang dianut oleh masyarakat. Sebagian besar 
masyarakat memandang EPR secara netral, maka diperlukan 
program kesadaran sosial yang memadai untuk menginformasikan 
dan membimbing individu. Oleh karena itu, membangun budaya di 
kalangan masyarakat  merupakan salah satu aspek terpenting dari 
strategi perusahaan.11 Budaya yang dibangun berdasarkan nilai-
nilai agama yang dianut oleh masyarakat terbukti efektif 
dilaksanakan oleh masyarakat.12 Hukum Ekonomi Syariah akan 
                                                           
10 M. Naufal Al-Hadi Kasuma et al., “Kepastian Hukum Kebijakan Extended 
Producer Responsibility Bagi Produsen Penghasil Sampah,” Anthology: Inside 
Intellectual Property Rights, January 4, 2024, 4, 
https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology/article/view/7857. 
11 Soroush Qoli Jafari et al., “Producer-Consumer Sustainability Continuum: 
Mutual Understanding to Implement Extended Producer Responsibility,” Journal 
of Cleaner Production 374 (November 2022): 133880, 
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.133880. 
12 Md Atikur Rahman, “The Significance of Religious Values in Forming 
Sustainable Life and Economic Progress,” International Journal of Scientific 



memberikan landasan yang kuat untuk terlaksananya EPR dengan 
maksimal melalui perubahan budaya, khususnya di Indonesia yang 
mayoritas beragama Islam. 
 
II. METODE 

Studi ini merupakan studi hukum normatif. Studi hukum 
normatif adalah studi hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-
asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau 
jawaban atas permasalahan, baik dalam bentuk kekosongan hukum, 
konflik norma, atau kekaburan norma.13 Sehingga dapat dikatakan 
bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 
bahan pustaka atau data sekunder belaka adalah penelitian hukum 
normatif.14 Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah 
pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan 
pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan 
perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan 
menelaah undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu 
hukum yang sedang dikaji.15 Sedangkan pendekatan konseptual 
(conceptual approach) beranjak dari pemahaman akan pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu 
hukum yang akan menjadi sandaran bagi peneliti dalam 
membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan isu 
yang dihadapi.16  
                                                                                                                        
Interdisciplinary Research 6, no. 1 (2025): 60, https://doi.org/10.63125/ev1csz66; 
Loso Judijanto et al., “The Influence of Religious Beliefs and Religious Practices 
on Social Cohesion in Modern Society in Indonesia,” The Eastasouth Journal of 
Social Science and Humanities 1, no. 03 (2024): 146, 
https://doi.org/10.58812/esssh.v1i03.276; Pipit Afrianti and Desie Andreastuti, 
“Integration of Religious Values in Public Ethics in a Multicultural Society,” 
Journal of Religion and Social Transformation 2, no. 2 (2024): 60, 
https://doi.org/10.24235/gmd8n231. 
13 Yati Nurhayati et al., “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif 
Ilmu Hukum,” Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2, no. 1 (2021): 8, 
https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14. 
14 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu 
Tinjauan Singkat (PT RajaGrafindo Persada, 2006), 13–14. 
15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Pertama, Cet. 2 (Kencana, 2005), 
93. 
16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 95. 



Adapun bahan hukum primer dalam studi ini adalah al 
Qur’an, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 
tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, Peraturan 
Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah 
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan 
Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah 
untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan. Sedangkan bahan hukum 
sekunder adalah buku dan artikel terkait Hukum Ekonomi Syariah 
dan EPR. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka 
dengan cara mencari, mengklasifikasi, dan menelaah aturan serta 
literatur yang berkaitan dengan EPR. Adapun analisis dilakukan 
dengan cara mengolah, menguraikan, dan mengkaitkan berbagai 
bahan hukum untuk menjawab permasalahan hukum secara logis 
dan sistematis. 
 
III. TEMUAN DAN PEMBAHASAN 
A. Tanggung Jawab Produsen Terhadap Sampah 
Pascakonsumsi (Extended Producer Responsibility/EPR) dalam 
Bingkai Hukum Ekonomi Syariah 

EPR merupakan pendekatan kebijakan lingkungan yang 
berdasarkan pada kewajiban produsen untuk bertanggung jawab 
penuh atas produk yang dihasilkan, baik selama siklus masa pakai 
(misalnya kepatuhan pada standar kesehatan dan keselamatan) dan 
pada fase akhir masa pakai, setelah produk dan kemasan menjadi 
sampah.17 EPR didasarkan pada prinsip pencemar membayar 
(polluter pays principle).18 Menurut prinsip ini, penghasil atau 
pemilik sampah merupakan pencemar potensial dan bertanggung 

                                                           
17 Agnes Bunemann, et.all, EPR Toolbox Know How to Enable Extended 
Producer Responsibility, 11. 
18 Yamini Gupt and Samraj Sahay, “Review of Extended Producer Responsibility: 
A Case Study Approach,” Waste Management & Research: The Journal for a 
Sustainable Circular Economy 33, no. 7 (2015): 595, 
https://doi.org/10.1177/0734242X15592275. 



jawab (secara finansial) atas pencemaran yang ditimbulkannya.19 
Pada awal dicetuskannya EPR dimaksudkan terutama untuk 
memberikan insentif bagi produsen untuk merancang produk yang 
mudah digunakan kembali dan didaur ulang, dengan lebih sedikit 
dan kurang berbahaya bahan yang dibuang pada akhir masa 
pakainya. Kemudian EPR juga diharapkan dapat mendukung 
peningkatan pengumpulan daur ulang dan pengolahan sampah. 
EPR tidak terbatas pada kewajiban keuangan bagi produsen 
sebagaimana pajak lingkungan, tetapi juga mencakup informasi, 
logistik, pengelolaan sampah, dan bahkan tanggung jawab desain 
produk.20 

EPR berbeda dengan tanggung jawab produsen global 
yang hanya bertanggung jawab atas produk mereka sejauh 
menyangkut kesehatan dan keselamatan, serta dampak lingkungan. 
Sementara pada EPR berarti produsen bertanggung jawab atas 
produknya sampai pada tahap akhir masa pakainya setelah 
kemasan dan produknya menjadi sampah yang meliputi 
mengumpulkan, memilah, dan mendaur ulang sampah.21 Meskipun 
pengelolaan sampah harus ditingkatkan dan diperbaiki lebih lanjut, 
namun cara terbaik untuk mengurangi polusi dari sampah dan 
menanggapi transisi menuju ekonomi sirkular dengan serius adalah 
dengan mencegah terjadinya sampah sama sekali. Pencegahan 
sampah mencakup langkah-langkah untuk mengurangi konsumsi, 
merancang produk yang tahan lama dan mudah diperbaiki, 
menggunakan lebih sedikit sumber daya dalam produksi, 
memperpanjang umur produk melalui pemeliharaan dan perbaikan, 
dan mempromomosikan penggunaan kembali.22 
                                                           
19 Agnes Bunemann, et.all, EPR Toolbox Know How to Enable Extended 
Producer Responsibility, 14. 
20 Nathan Kunz et al., “Extended Producer Responsibility: Stakeholder Concerns 
and Future Developments,” White Paper by the INSEAD Social Innovation 
Center, February 11, 2014, 7. 
21 Agnes Bunemann, et.all, EPR Toolbox Know How to Enable Extended 
Producer Responsibility, 12. 
22 Eléonore Maitre-Ekern, “Re-Thinking Producer Responsibility for a Sustainable 
Circular Economy from Extended Producer Responsibility to Pre-Market 
Producer Responsibility,” Journal of Cleaner Production 286 (March 2021): 
125454, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125454. 



Tanggung jawab produsen dalam kerangka EPR mencakup 
semua tahapan rantai nilai produk dari hulu hingga hilir, mulai dari 
desain produk hingga pengelolaan pascakonsumsi. Tahapan-
tahapan ini meliputi: pertama, tahap perencanaan, yang melibatkan 
desain produk dan pemilihan bahan yang dapat didaur ulang. 
Kedua, tahap produksi, yang menekankan penggunaan bahan yang 
dapat terurai secara alami. Ketiga, tahap pascakonsumsi, yang 
mencakup proses pengembalian produk dan daur ulang.23 
Kebijakan EPR paling tidak memiliki ciri utama yaitu: pergeseran 
tanggung jawab (the shifting of responsibility) dari konsumen ke 
produsen, serta pemberian insentif kepada produsen untuk 
memasukkan pertimbangan lingkungan dalam desain produk 
mereka.24 Dengan demikian EPR tidak hanya terkait dengan 
tanggung jawab terhadap sampah pascakonsumsi saja tetapi mulai 
tahap perencanaan untuk mendesain produk dan kemasan ramah 
lingkungan sehingga dapat mengurangi sampah pascakonsumsi. 

Pelaksanaan EPR umumnya memerlukan keterlibatan 
pihak ketiga, yang dikenal sebagai Producer Responsibility 
Organization (PRO) atau operator sistem untuk 
mengkoordinasikan dan mengoperasikan sistem pengumpulan, 
pemilahan, dan daur ulang untuk kemasan di bawah EPR.25 
Efisiensi proses daur ulang dengan sistem kolektif melebihi 
efisiensi sistem individual.26 

Secara teoritis, implementasi dari EPR memberikan 
manfaat: 

                                                           
23 Farah Adriani et al., “Legal Regulation of Producer Responsbility in Waste 
Management: An Extended Producer Responbility (EPR) Perspective in 
Indonesia,” IBLAM LAW REVIEW 6, no. 2 (2026): 200, 
https://doi.org/10.52249/ilr.v6i2.681. 
24 Maskun Maskun et al., “Tinjauan Normatif Penerapan Prinsip Tanggung Jawab 
Produsen Dalam Pengaturan Tata Kelola Sampah Plastik Di Indonesia,” Bina 
Hukum Lingkungan 6, no. 2 (2022): 196. 
25 Agnes Bunemann, et.all, EPR Toolbox Know How to Enable Extended 
Producer Responsibility, 12. 
26 Morvarid Rahmani et al., “The Implications of Recycling Technology Choice 
on Extended Producer Responsibility,” Production and Operations Management 
30, no. 2 (2021): 523, https://doi.org/10.1111/poms.13279. 



1. Pemulihan biaya: EPR membantu mengalihkan tanggung 
jawab keuangan pengelolaan sampah dari pemerintah 
daerah kepada produsen penghasil sampah 

2. Pengumpulan terpisah; EPR dapat memungkinkan atau 
meningkatkan pengumpulan terpisah untuk sampah yang 
dapat menjadi masalah dalam aliran sampah umum 

3. Pemulihan material: Kebijakan EPR seringkali memuat 
target atau insentif yang bertujuan untuk meningkatkan 
tingkat pengumpulan dan daur ulang. Sektor swasta 
dianggap dapat mencapai target ini dengan lebih efisien 
dari segi biaya 

4. Desain ramah lingkungan: EPR memberikan insentif 
kepada produsen untuk berinvestasi dalam desain produk 
yang mengurangi dampak lingkungan hilir dari pengolahan 
sampah dan/atau mencegah dampak lingkungan hulu dari 
ekstraksi sumber daya untuk mengurangi pembayaran 
biaya EPR.27 

 
EPR sudah diterapkan di banyak negara dengan 

manajemen yang berbeda di masing-masing negara dan sudah lebih 
dari 400 sistem EPR yang berbeda telah beroperasi, walaupun tidak 
semua sistem yang berbasis EPR ini mampu memaksa produsen 
untuk bertanggung jawab atas sampah mereka.28 Indonesia 
termasuk salah satu negara yang sudah membuat sejumlah 
peraturan tentang EPR, hanya saja penerapannya belum 
maksimal.29 Dari sekitar 3.000 produsen besar dan menengah di 
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Indonesia yang seharusnya menjalankan EPR, hanya sekitar 30 
hingga 40 perusahaan yang telah melaporkan dan melaksanakan 
program mereka secara transparan.30 Sebagian besar perusahaan 
yang telah melaksanakan EPR adalah perusahaan besar atau 
multinasional, karena mereka biasanya memiliki tekanan reputasi 
yang besar dari pasar global dan dorongan kuat dari konsumen 
yang sadar lingkungan.31 Hal ini menunjukkan bahwa walaupun 
EPR sudah didukung oleh sejumlah peraturan namun masih 
bermasalah dalam implementasinya. Sehingga dapatlah dikatakan 
bahwa regulasi tidak menjamin efektivitas hukum di masyarakat. 

Di samping regulasi, budaya merupakan faktor penting 
yang mempengaruhi efektivitas hukum di masyarakat. Budaya 
hukum merupakan jaringan nilai dan sikap yang berkaitan dengan 
hukum, yang menentukan kapan, mengapa, dan di mana orang 
beralih ke hukum atau kepada pemerintah atau berpaling darinya.32 
Secara umum, budaya yang hidup dalam masyarakat merupakan 
gambaran dari pola pikir, tingkah laku, dan nilai yang dianut dalam 
masyarakat tersebut. Dalam hal ini agama memberikan kontribusi 
terhadap nilai-nilai budaya yang ada. Agama akan menjadi sumber 
nilai bagi kelangsungan nilai-nilai budaya itu.33 Nilai-nilai dan 
idealisme agama mempunyai pengaruh yang besar terhadap 
budaya.34 Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa perilaku 
atau motivasi yang didasari oleh ajaran agama merupakan budaya 
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agama.35 Budaya agama ini sangat berpengaruh terhadap 
efektivitas hukum. 

Penerapan EPR perlu bantuan agama dalam melakukan 
perubahan budaya. Seringkali seseorang melakukan suatu 
perbuatan merupakan refleksi dari suatu pemahaman keagamaan 
yang dalam, meskipun tidak semua perilaku didasarkan pada 
pemahaman keagamaan, namun agama tetap berada dalam posisi 
sentral di hampir semua umat manusia. Peran agama menurut Ibnu 
Khaldun memiliki kontribusi yang signifikan bagi terbentuknya 
individu yang bermoral, individu yang kuat dan sehat.36 Kontribusi 
Hukum Ekonomi Syariah terhadap EPR terletak pada pemberian 
landasan etis-teologis yang lebih kuat daripada sekedar regulasi 
sekuler. Ia mengubah cara pandang produsen dari “kewajiban 
membebani” menjadi “ibadah sosial” untuk mencegah fasad 
(kerusakan) di muka bumi.  

Hukum Ekonomi Syariah merupakan kumpulan hukum 
dan prinsip yang berasal dari kaidah-kaidah fikih umum yang 
terkait dengan transaksi ekonomi.37 Tujuan Allah menetapkan 
hukum adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.38 
Syathibi menjelaskan bahwa beban-beban hukum sesungguhnya 
untuk menjaga maqashid (tujuan) hukum dalam diri makhluk. 
Maqashid ini terbagi tiga yaitu dharuriyat, hajiyat, tahsiniyat. 
Dharuriyat harus ada untuk menjaga kemaslahatan agama dan 
dunia, jika hal ini tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak dapat 
berjalan dengan baik malah akan terjadi kerusakan dan kekacauan, 
sedang di akhirat akan kehilangan keselamatan dan kebahagiaan.39 
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Dharuriyat ini ada lima, yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, 
menjaga keturunan, menjaga harta, dan menjaga akal. Maqashid al 
hajiyat adalah untuk menghilangkan kesusahan. Sedangkan 
maqashid tahsiniyat adalah mengambil hal-hal yang pantas dari 
adat kebiasaan yang baik dan menghindari hal-hal yang tidak baik 
yang tidak disukai oleh akal sehat, yang semua itu tercakup dalam 
akhlak mulia.40 

Produsen dalam pandangan ekonomi Islam berbeda dengan 
pandangan ekonomi konvensional. Motivasi utama bagi produsen 
untuk mencari keuntungan material secara maksimal dalam 
ekonomi konvensional sangatlah dominan, meskipun kemungkinan 
juga terdapat motivasi lain. Banyak di antara ekonom Barat yang 
merekomendasikan bahwa tugas-tugas sosial, apa pun bentuknya, 
merupakan kewajiban pemerintah untuk menanganinya tanpa ikut 
campur dunia usaha. Pandangan yang seperti ini berbeda dengan 
pandangan Islam, motivasi produsen sejalan dengan tujuan 
kehidupan seorang muslim yaitu mencari mashlahah. Sehingga 
produsen dalam pandangan ekonomi Islam adalah mashlahah 
maximizer. Mencari keuntungan tidak dilarang, sepanjang dalam 
bingkai tujuan hukum Islam.41 Sistem produksi harus 
mencerminkan sejumlah karakteristik yaitu: pertama, dalam 
memproduksi barang dan jasa harus dapat memaksimalkan 
produktivitas dan meminimalkan ongkos dan kemubaziran. Ongkos 
yang diminimalkan tidak hanya ongkos individual tetapi juga 
ongkos sosial, ongkos ini juga meliputi generasi sekarang dan 
generasi yang akan datang, serta memperhitungkan pula ongkos 
yang harus dibayar akibat kurangnya pemenuhan kebutuhan, 
degenerasi moral, dan disintegrasi sosial. Kedua, sistem produksi 
juga harus menjunjung tinggi martabat manusia dan 
persaudaraan.42 
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Dalam Hukum Ekonomi Syariah, tanggung jawab 
produsen terhadap sampah pascakonsumsi ini berdasarkan kaidah 
al-ghunmu bi al-ghurmi (untung muncul bersama resiko) dan al-
kharaj bi al-dhaman (hasil usaha yang muncul bersama biaya). 
Arti al-ghunmu bi al-ghurmi adalah seseorang dalam 
memanfaatkan sesuatu harus siap menanggung risikonya. Umar 
Abdullah al-Kamil mengatakan bahwa makna yang tersirat dari al-
ghunmu bi al-ghurmi bahwa siapapun yang memperoleh asas  
manfaat dari sesuatu yang dimanfaatkannya maka dia harus dapat 
bertanggung jawab  atas ghurmi, serta yang akan terjadi. 
Sedangkan al-kharaj bi al-dhaman merupakan dasar kaidah yang 
mempunyai arti terkait  hak mendapatkan suatu hasil karena ada 
kerugian yang ditanggung. Kata al-kharaj  berarti segala usaha 
yang dikeluarkan pasti ada risikonya. Sementara, kata al-dhaman  
adalah tanggungan. Dengan demikian, al-kharaj bi al-dhaman 
maksudnya adalah segala sesuatu yang diusahakan atau 
dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan.43 

Sehingga dapat dikatakan bahwa tanggung jawab produsen 
terhadap sampah pascakonsumsi (Extended Producer 
Responsibility/EPR) sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, yaitu 
sejalan dengan kaidah al-ghunmu bi al ghurmi dan al-kharaj bi al-
dhaman. Di samping itu, tanggung jawab produsen ini sesuai 
dengan motivasi produsen dalam Islam yaitu mashlahah maximizer 
yang selaras dengan tujuan Allah menetapkan hukum (maqashid) 
yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Untuk 
terlaksananya EPR ini diperlukan sosialisasi kepada produsen 
termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 
yang belum mengetahui dan memahami sepenuhnya tentang 
kewajiban EPR ini, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam 
pengelolaan sampah pascakonsumsi. UMKM yang memiliki 
keterbatasan sumber daya tentu memerlukan strategi dalam 
penerapan EPR. Model pertanggungjawaban kolektif berbasis 
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ukhuwah sebagaimana ajaran Islam menjadi solusi, di mana 
produsen besar yang memiliki kapasitas finansial lebih kuat dapat 
bertindak sebagai pengampu bagi UMKM dalam satu ekosistem 
PRO, sehingga kewajiban EPR tidak menjadi beban yang 
mematikan usaha kecil. 

Kesadaran produsen bahwa tanggung jawabnya terhadap 
sampah pascakonsumsi bukan sekedar ketaatan kepada regulasi 
pemerintah tetapi merupakan ajaran Islam yang harus dilaksanakan 
untuk mencapai mashlahah. Transparansi dalam pelaporan 
pelaksanaan EPR merupakan tantangan dalam pelaksanaan EPR, di 
mana saat ini hanya sebagian kecil perusahaan yang melaporkan 
kegiatannya secara transparan.44 Untuk mengatasi hal ini, 
penggunaan teknologi digital dalam pelacakan sampah (waste 
tracking) dapat menjadi perwujudan prinsip tabayun (verifikasi) 
dan amanah. Dengan data digital yang akurat, semua aliran sampah 
kemasan dari produsen hingga ke unit daur ulang dapat dipantau 
secara real-time, sehingga kaidah al-ghunmu bi al-ghurmi dan al-
kharaj bi al-dhaman benar-benar terlaksana secara jujur. Islam 
menganggap tindakan manusia yang menyebabkan kerusakan 
lingkungan sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Islam, 
karena manusia adalah penjaga (khalifah) di bumi yang diberi 
tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan ciptaan 
Allah.45  
 Tugas manusia sebagai khalifah disebutkan dalam Surah 
al-Baqarah Ayat 30: 

الارض خلیفة واذ قال ربك للملئكة انى جاعل فى  
Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para 
malaikat, ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah 
di bumi…’” 
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 Makna khalifah dalam ayat ini adalah manusia sebagai 
pengganti Allah untuk mengelola dan memakmurkan bumi.46 
Dengan demikian, ayat ini menjadi dasar bahwa manusia mendapat 
amanah untuk merawat lingkungan, dan mengambil manfaat 
dengan bijak tanpa merusak. 
  
B. Model Pertanggungjawaban Ideal Terhadap Sampah 
Pascakonsumsi di Indonesia 
 EPR yang sudah diterapkan di banyak negara dengan 
operasionalisasi yang berbeda memiliki kesamaan prinsip dasar, 
yaitu: pertama, produsen membayar biaya saat memperkenalkan 
barang dalam kemasan ke pasar yang sebanding dengan jumlah 
kemasan yang diperkenalkan. Kedua, biaya yang dibayarkan 
mencakup pengumpulan, pemilahan, dan daur ulang sampah 
kemasan. Ketiga, pengumpulan, pemilahan, dan daur ulang atau 
pemulihan energi dari sampah kemasan menjadi tanggung jawab 
produsen, namun aktivitas yang diperlukan untuk menjalankan 
tanggung jawab ini dapat didelegasikan ke perusahaan atau 
organisasi pengelola.47 

Model EPR yang paling umum diterapkan oleh para 
pembuat undang-undang adalah pengembalian produk (take back). 
Pengembalian produk ini mengharuskan produsen untuk secara 
fisik atau finansial mengelola pengumpulan, pengolahan dan 
pengelolaan akhir masa pakai produk mereka secara individual 
(Individual Producer Responsibility/IPR) atau kolektif dengan 
bergabung dalam Producer Responsibility Organization (PRO).48 
Model EPR dengan sistem individual akan menghasilkan biaya 
besar dan tidak praktis dalam penerapannya.49 Sedangkan daur 
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ulang dengan sistem kolektif dapat menghasilkan manfaat 
lingkungan dan ekonomi yang lebih tinggi meskipun rentan 
terhadap penumpang gelap/gratis (free rider) antar produsen.50 

Di Indonesia, tanggung jawab produsen terhadap sampah 
pascakonsumsi diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 18 
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menyebutkan 
“Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang 
diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.” 
Selain itu juga diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 
tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, yang 
merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah 
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. MUI 
juga mengeluarkan Fatwa Nomor 47 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan, 
yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pengusaha wajib 
mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk 
hidup. 
 Bunyi Pasal 12, 13, dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 
81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan 
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, adalah sebagai berikut: 
Pasal 12: 
 Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:  

a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan 
sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; 
dan/atau  

b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang 
mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan 
sampah sesedikit mungkin.  

Pasal 13: 
(1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan: 

a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai 
bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; 
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b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur 
ulang; dan/atau  

c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk 
untuk didaur ulang.  

(2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.  

(3) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau 
kegiatan.  

(4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan 
kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib 
mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di 
bidang pengawasan obat dan makanan.  

Pasal 14:  
Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:  

a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali 
sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya 
sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;  

b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna 
ulang; dan/atau  

c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk 
untuk diguna ulang. 

 
Dengan demikian, Pasal 12, 13, dan 14 Peraturan 

Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah 
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, 
mengatur tentang kewajiban produsen untuk melakukan 
pembatasan timbulan sampah, pendaur ulangan sampah, dan 
pemanfaatan kembali sampah. 

Pemerintah Indonesia pada tahun 2017 dan 2018 
berkomitmen untuk mengatasi permasalahan sampah hingga tahun 
2025. Pemerintah mencanangkan pengurangan timbulan sampah 
hingga 30% (termasuk melalui daur ulang), dan meningkatkan 
penanganan sampah dengan baik hingga 70%, dan pengurangan 



sampah plastik di laut hingga 70% pada tahun 2025.51 EPR 
berfungsi sebagai instrumen kunci dalam pengelolaan sampah 
pascakonsumsi. EPR akan mendorong perubahan di segmen hulu 
misalnya desain produk yang mudah didaur ulang, maupun di 
segmen hilir misalnya peningkatan pengumpulan, tingkat daur 
ulang dan peningkatan teknologi untuk penyortiran, serta daur 
ulang kemasan.52 Melalui EPR, produsen tidak hanya bertanggung 
jawab selama produksi tetapi sampai pascakonsumsi yang kadang 
kala diabaikan oleh produsen. 

Penegakkan hukum di Indonesia terkait dengan EPR perlu 
ditingkatkan. Reformasi penegakkan hukum seharusnya dilakukan 
dengan pendekatan sistem hukum, sebagaimana halnya pendapat 
Friedman bahwa sistem hukum terdiri dari struktur, budaya, dan 
substansi. Meskipun secara substansi EPR di Indonesia sudah 
didukung oleh sejumlah peraturan, namun peraturan tersebut masih 
mengandung beberapa kelemahan, seperti definisi “produsen” yang 
masih sangat luas sehingga menimbulkan tumpang tindih tanggung 
jawab dan ketidakpastian hukum. Ambiguitas pertaturan ini 
berpotensi menimbulkan penumpang gelap/gratis yang akan 
mendapatkan manfaat dari adanya EPR tanpa memberikan 
kontribusi yang proporsional.53 Indonesia juga belum mengatur 
secara komprehensif instrumen ekonomi dalam kerangka EPR, 
pemberian insentif yang saat ini diberikan berdasarkan peraturan 
terbatas pada langkah-langkah non-finansial, seperti penghargaan 
dan evaluasi kinerja publik.54 Juga terdapat kekosongan hukum 
dalam pengaturan sanksi terhadap produsen yang tidak 
melaksanakan EPR.55 Kekosongan hukum ini menyebabkan 
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implementasi EPR di Indonesia oleh sebagian pengamat 
diklasifikasikan sebagai kebijakan “sukarela” atau “voluntary.”56 
Selain itu, Indonesia juga belum mengatur tentang PRO sebagai 
organisasi pengelola sampah, peraturan  hanya mengatur bahwa 
target pengurangan sampah dapat dicapai secara individu atau 
kolektif melalui asosiasi bisnis, tanpa menetapkan kerangka 
kelembagaan formal untuk PRO.57 

Kekosongan hukum dalam pengaturan sanksi bagi 
produsen yang tidak melaksanakan kewajiban EPR dalam 
perspektif Hukum Ekonomi Syariah dapat diatasi dengan 
memaksimalkan peran pemerintah. Dalam Hukum Ekonomi 
Syariah, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan 
sanksi berbasis ta’zir. Hukuman ini bukan sekedar alat pemaksa, 
melainkan instrumen untuk menjaga maqashid syariah yaitu untuk 
melindungan harta dan jiwa dari kerusakan lingkungan (fasad). 
Implementasi ta’zir yang bersifat finansial dapat dialokasikan 
sebagai dana pemulihan lingkungan, sehingga setiap kerugian 
sosial (social cost) yang timbul akibat sampah dapat terkompensasi 
demi kemaslahatan umum. Pengaturan yang jelas tentang PRO 
juga merupakan suatu kebutuhan yang mendesak untuk 
mengkoordinasikan sistem pengumpulan dan daur ulang secara 
kolektif agar lebih efisien dibandingkan dengan sistem individual. 
Dalam bingkai Hukum Ekonomi Syariah PRO harus dikelola 
dengan prinsip amanah (tanggung jawab) dan Shiddiq (jujur dan 
transparansi penuh). Lembaga ini merupakan lembaga nirlaba 
(non-profit) yang bertindak sebagai pemegang mandat dari para 
produsen untuk memastikan bahwa setiap kontribusi biaya yang 
dibayarkan benar-benar dikonversi menjadi infrastruktur 
pengelolaan sampah untuk kemaslahatan umum. 
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 Di samping ada beberapa kelemahan dalam peraturan yang 
terkait EPR, secara struktur peran dari aparat penegak hukum 
untuk melakukan pengawasan, pemberian sanksi dan edukasi juga 
belum maksimal. Prinsip EPR sangat bergantung pada keterlibatan 
penuh pihak produsen, ini menunjukkan bahwa tanpa kebijakan 
daerah yang tegas dan pengawasan yang konsisten, prinsip EPR 
cenderung terhenti pada tataran wacana.58 Penegakkan hukum tetap 
harus dipegang oleh pemerintah, akan tetapi dalam 
pelaksanaannya, pemerintah dapat berkolaborasi dengan sektor 
swasta.59 Terkait hal ini, Allah memerintahkan untuk mentaati 
pemimpin sebagaimana dalam al-Qur’an Surah an-Nisa ayat 59: 

 یایھا الذین امنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولى الامر منكم
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan 
taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) 
di antara kamu…” 

Maksud ulil amri adalah pemegang kekuasaan yang 
meliputi pemerintah, penguasa, alim ulama, dan para pemimpin 
masyarakat.60  Sehingga memaksimalkan peran pemerintah sebagai 
pemegang otoritas menjadi penting dalam penegakkan EPR. 

Budaya hukum sebagai jaringan nilai dan sikap yang 
berkaitan dengan hukum sangat menentukan terlaksananya aturan 
terkait EPR. Kesadaran hukum produsen untuk melaksanakan EPR 
masing sangat rendah.61 Dalam kenyataannya seringkali produsen 
hanya bertanggung jawab atas produknya sampai akhir masa pakai, 
sehingga perlu memperluas tanggung jawab produsen atas produk 
sepanjang siklus hidupnya.62 Hal ini menjadikan perlunya edukasi 
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bagi produsen untuk mengubah cara pandang produsen tentang 
EPR dari kewajiban yang membebani menjadi ibadah karena 
melaksanankan perintah Allah untuk mencegah kerusakan di muka 
bumi. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah ar-Rum 
ayat 41: 

ا لعلھم ناس لیذیقھم بعض الذى عملوظھر الفساد فى البر والبحر بما كسبت ایدى ال
 یرجعون

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan 
perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka 
merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka 
kembali (ke jalan yang benar).” 

Adapun model tanggung jawab yang ideal terhadap 
sampah pascakonsumsi adalah bersifat kolektif melalui kolaborasi 
semua pemangku kepentingan yaitu produsen, pemerintah, 
masyarakat, akademisi, dan media. Model pertanggungjawaban 
kolektif ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa masing-masing 
mempunyai tanggung jawab, sebagaimana dalam al-Qur’an Surat 
al-Muddassir ayat 38: 

 كل نفس بما كسبت رھینة
Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang 

telah ia lakukan.” 
Demikian juga di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim 
disebutkan: 

 كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتھ
 Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian 
akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya…” 

 
Dalam Hukum Ekonomi Syariah, pandangan terhadap 

tanggung jawab individu ini berakar dari konsep bahwa manusia 
adalah khalifah (pemimpin/pengelola) di muka bumi sekaligus 
mustakhlaf (penerima amanah) atas harta benda yang dititipkan 
oleh Allah swt. Secara khusus MUI telah mengeluarkan Fatwa 
Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk 
Mencegah Kerusakan Lingkungan, menetapkan ketentuan hukum 
bahwa:  

1. Setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, 
memanfaatkan barang-barang gunaan untuk kemaslahatan 



serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta 
perbuatan tabdzir dan israf  

2. Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang 
barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan 
diri maupun orang lain hukumnya haram 

3. Pemerintah dan pengusaha wajib mengelola sampah guna 
menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup 

4. Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi 
peningkatan kesejahteraan umat hukumnya wajib kifayah. 
 
Produsen sebagai instrumen kunci mempunyai peran 

penting mulai dari hulu yaitu merencanakan hingga membuat 
produk beserta kemasan yang mudah terurai secara alami. Apabila 
produsen mempunyai komitmen untuk melaksanakan hal ini secara 
konsisten tentu akan mengurangi sampah pascakonsumsi yang 
merusak lingkungan. Produsen juga akan mendapatkan insentif 
membayar biaya EPR lebih rendah jika produk mereka mudah 
didaur ulang atau menggunakan bahan ramah lingkungan. Di 
samping peran produsen di hulu, produsen juga bertanggung jawab 
di hilir yaitu mengelola sampah pascakonsumsi untuk didaur ulang 
atau dimanfaatkan kembali. Maraknya pedagang kecil yang 
menjual makanan dan minuman dengan menggunakan kemasan 
sekali pakai akan menyumbang peningkatan volume sampah. 
Produsen yang berwawasan lingkungan bisa mengurangi sampah 
kemasan dengan memberikan harga makanan atau minuman yang 
lebih murah kepada konsumen yang membawa tempat makan atau 
botol minum sendiri, sehingga konsumen menjadi tertarik untuk 
menggunakan tempat makan atau minum yang bisa digunakan 
berkali-kali. 

Pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap sampah 
pascakonsumsi dalam hal membuat kebijakan yang tegas, dan 
memastikan tersedianya sarana prasarana, serta melakukan 
pengawasan yang konsisten. Di Indonesia, sejumlah regulasi sudah 
ada untuk mendukung terlaksananya EPR, hanya saja masih 
terdapat beberapa kelemahan dan penerapannya belum maksimal. 
Di samping itu, pemerintah juga berkewajiban untuk memberikan 
edukasi kepada seluruh masyarakat. Komitmen dan keseriusan 



pemerintah untuk menanggulangi permasalahan sampah 
pascakonsumsi menjadi sangat penting. 

Masyarakat sebagai konsumen berperan dalam mengurangi 
timbulan sampah dengan mengurangi penggunaan barang-barang 
sekali pakai, misalnya menggunakan tas belanja yang bisa dipakai 
berkali-kali, membawa sendiri tempat makanan atau botol 
minuman ketika membeli makanan atau minuman sehingga bisa 
mengurangi sampah kemasan dari makanan dan minuman tersebut. 
Masyarakat juga harus memanfaatkan kembali barang-barang yang 
masih dapat digunakan atau mendonasikannya untuk orang yang 
memerlukan. Masyarakat juga harus memilah sampah sebelum 
dibuang di tempat pembuangan sampah berdasarkan: sampah 
organik, sampah anorganik, dan sampah B3 (Bahan Berbahaya dan 
Beracun). Selama ini pemilahan sampah berdasarkan warna tempat 
sampah tidaklah efektif, karena sampah yang sudah terpilah di 
tempat sampah tersebut akan menjadi satu di dalam truck 
pengangkut sampah. Pemilahan sampah akan efektif kalau 
berdasarkan plastik pembungkus sampah yang disediakan secara 
gratis oleh pemerintah, misalnya plastik warna hijau untuk sampah 
organik, plastik warna ungu untuk sampah anorganik, dan plastik 
warna hitam untuk sampah B3. Pemilahan sampah berdasarkan 
plastik pembungkusnya tidak akan menyebabkan sampah tersebut 
tercampur dalam proses pengangkutan dan akan memudahkan 
proses selanjutnya. 

Pola pikir yang ada di masyarakat bahwa sampah itu 
sesuatu yang tidak berguna dan kotor sebagaimana slogan 
“Buanglah sampah pada tempatnya” yang mengandung makna 
bahwa sampah itu memang harus dibuang dan tidak dianjurkan 
untuk dimanfaatkan, ditambah lagi adanya anggapan bahwa 
sampah adalah urusan pemerintah karena masyarakat sudah 
membayar retribusi atau pajak. Belum lagi kebiasaan sebagian 
masyarakat yang sembarangan membuang sampah.63 Perilaku 
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masyarakat ini membentuk  budaya tidak perduli dengan kewajiban 
untuk mengelola sampah sehingga menjadi penghambat dalam 
mengurangi dan mengelola sampah. 

Akademisi bertanggung jawab terhadap sampah 
pascakonsumsi dalam implementasi Tridharma Perguruan Tinggi 
(pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). 
Melalui pendidikan, para akademisi berperan dalam membentuk 
pola pikir generasi muda yang peduli lingkungan. Akademisi juga 
berada di lini depan dalam menciptakan solusi ilmiah untuk 
mengatasi masalah sampah secara sistemik, misalnya melakukan 
riset desain produk dan kemasan yang ramah lingkungan, 
menciptakan teknologi pengolahan sampah, dan melakukan 
analisis kebijakan. Selain itu, akademisi juga berperan dalam 
sosialisasi kepada masyarakat untuk mengubah perilaku 
masyarakat mengenai pentingnya penerapan 3R (Reduce, Reuse, 
Recycle) melalui pemilahan sampah dari rumah. Di samping itu 
akademisi juga menjadi mitra pemerintah dalam menyusun 
kebijakan dan menjadi penilai independen bagi sektor industri 
untuk memastikan amdal dan tata kelola sampah pascakonsumsi. 

Media bertanggung jawab untuk mengemas isu EPR dan 
lingkungan secara kreatif, mendalam, dan konsisten agar tetap 
mendapat ruang utama di perhatian publik. Media berperan 
membentuk pandangan publik sehingga masyarakat mempunyai 
kesadaran akan tanggung jawabnya terhadap sampah. Media juga 
mempunyai tanggung jawab moral untuk menyuarakan kepatuhan 
pelaku usaha terhadap EPR. Selain itu, media juga dapat menjadi 
panggung yang mempertemukan berbagai pihak misalnya dengan 
mengangkat kisah sukses dari komunitas lokal, pemuda penggerak 
lingkungan, desa yang berhasil mengelola sampah secara mandiri, 
atau pengalaman produsen yang sukses menerapkan EPR agar 
menjadi inspirasi bagi semua orang. Media dapat membuka ruang 
debat publik yang sehat antara akademisi, pemerintah, produsen, 
dan LSM lingkungan untuk merumuskan solusi atas permasalahan 
sampah dan penerapan EPR. 
 Penanganan sampah pascakonsumsi memerlukan 
kolaborasi semua pemangku kepentingan untuk bertanggung jawab 
sesuai proporsinya masing-masing. Perubahan budaya berbasis 



nilai agama sangat diperlukan untuk terlaksananya EPR dengan 
maksismal. Produsen harus mempunyai kesadaran bahwa EPR 
bukanlah kewajiban membebani yang harus dihindari, tetapi EPR 
mengandung nilai-nilai luhur yang sejalan dengan tujuan ajaran 
Islam, sehingga melaksanakannya merupakan pengamalan ajaran 
Islam.  
 
IV. KESIMPULAN 

Tanggung jawab produsen terhadap sampah 
pascakonsumsi (Extended Producer Responsibility/EPR) yang 
selama ini sudah didukung oleh sejumlah peraturan ternyata belum 
bisa memaksa semua produsen untuk melaksanakannya. Sejumlah 
kendala ditemukan  mulai dari aspek substansi yaitu kelemahan 
dalam peraturan yang belum secara tegas mendefinisikan produsen 
yang dimaksud, ketidakjelasan pemberian insentif dan sanksi, serta 
belum adanya aturan tentang PRO sebagai organisasi pengelola 
sampah. Dari aspek struktur ditemukan bahwa belum maksimalnya 
peran pemerintah dalam membuat kebijakan daerah, melakukan 
pengawasan, memberikan sanksi, dan edukasi. Sedangkan dari 
aspek budaya adalah masih rendahnya kesadaran produsen untuk 
melaksanakan EPR karena menganggapnya sebagai kebijakan 
“sukarela” atau “voluntary. Padahal, penerapan EPR sangat selaras 
dengan Hukum Ekonomi Syariah terutama kaidah al-ghunmu bi al-
ghurmi dan al-kharaj bi al-dhaman serta motivasi produsen yaitu 
mashlahah maximizer yang sesuai dengan maqashid. Sehingga 
diperlukan perubahan budaya bahwa melaksanakan EPR tidak 
hanya mentaati aturan pemerintah tetapi merupakan pelaksanaan 
ajaran Islam. 

Model pertanggungjawaban ideal terhadap sampah 
pascakonsumsi di Indonesia adalah bersifat kolektif melalui 
kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Produsen melaksanakan 
EPR dengan membuat desain produk yang mudah terurai dan 
menyediakan sistem penarikan kembali (take back). Pemerintah 
membuat kebijakan yang tegas, memastikan tersedianya sarana dan 
prasarana, melakukan pengawasan dan edukasi. Masyarakat 
hendaknya mengurangi barang sekali pakai, memanfaatkan 
kembali barang yang masih bisa digunakan atau mendonasikannya, 



serta melakukan pemilahan sampah dari rumah. Akademisi 
mengimplementasikannya dalam tridharma perguruan tinggi. 
Sedangkan media harus konsisten menyuarakan isu lingkungan dan 
mengawal kepatuhan produsen terhadap EPR. 

Studi yang dilakukan ini terbatas pada tataran hukum 
normatif dan belum melihatnya pada tataran hukum empiris. 
Melakukan studi hukum empiris akan memungkinkan diperolehnya 
pemahaman yang komprehensif. Cara ini memungkinkan 
ditemukannya solusi penerapan EPR bagi bermacam produsen 
yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Sejalan dengan itu, 
dibutuhkan suatu penelitian lanjutan yaitu penelitian hukum 
empiris untuk melihat bagaimana pengalaman produsen beserta 
hambatannya dalam menerapkan EPR. Dengan cara ini pemecahan 
permasalahan yang komprehensif memungkinkan ditemukan. 
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